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ABSTRACT
The research was conducted in Banjar City, of Wes Java Province. The title of this research is Culture of Law in Layer Terrace Conescious a Ware Apparatus Government in Banjar City of Wes Java Province. 

There fore, the author study on the Culture of Law in Layer Terrace Conescious a Ware Apparatus Government in Banjar City of Wes Java Province tions currently based assessment parameters include clarity of purpose, appropriate institutions, conformity and hierarchy as well as the type of content material, can  or not, clarity of formulation, and openness. 

The author also studies about barriers experienced by the Culture of Law in Layer Terrace Conescious a Ware Apparatus Government in Banjar City of Wes Java Province, so the author can write strategy in forming a quality Culture of Law in Layer Terrace Conescious a Ware Apparatus Government in Banjar City of Wes Java Province. This thesis studies conducted in Culture of Law in Layer Terrace Conescious a Ware Apparatus Government in Banjar City of Wes Java Province.
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PENDAHULUAN

Sistem dan nilai yang tergambar didalam budaya adalah hubungan antar individu didalamnya. Budaya sangat berpengaruh besar pada pola sikap, pola pikir dan pola tindak antar individu didalamnya. Kondisi ini juga tergambar pada budaya dalam lingkungan aparatur pemerintah yang memikul tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas bersama, berkumpul dan bekerja pada suatu lingkungan kerja yang memiliki legalitas dan arah tujuan yang jelas.

Lingkungan aparatur pemerintah diharapkan mampu menciptakan dan mengembangkan sistem nilai berupa nilai-nilai kebangsaan dan kebiasaan hidup didalam dan diluar lingkungan kerja sebagai unsur aparatur pemerintah maupun sebagai anggota masyarakat. Aparatur pemerintah harus memiliki suatu sikap mental bangsa yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku berupa kepatuhan dan ketaatan, baik secara sadar maupun melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku dengan keyakinan bahwa dengan norma-norma tersebut tujuan nasional dapat dicapai melalui peraturan-peraturan yang telah disusun dalam peraturan-peraturan yang legitimate.
Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum, sehingga lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Konsepsi ini berhubungan dan berkaitan dengan aspek-aspek kognitif serta perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. 

Kepastian hukum (legal certainly), dimana maksud dari kepastian hukum bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya. Hukum yang responsif, maksudnya yakni aturan-aturan hukum yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil. Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, yaitu penegakkan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegak hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggungjawab terhadap kebenaran hukum.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah hanya akan dapat terwujudkan bila kepala daerah mampu melakukan kreasi dan inovasi sesuai dengan  potensi, karakteristik dan spesifikasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, seperti yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tanpa adanya kreasi dan inovasi dari kepala daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dengan good governance akan mengalami stagnasi yang akhirnya berimplikasi buruk terhadap pencapaian visi dan misi  pemerintah daerah.
Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kota Banjar dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2014-2018. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan kedalam tujuan dan sasaran yang merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kota Banjar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Banjar tahun 2014 – 2018 yang hendak dicapai adalah iman dan takwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota Banjar dalam mencapai visi, dimana visi tersebut adalah bahwa “Dengan Iman Dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar Yang Agamis, Mandiri Dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”.

Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena itu, pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu kebijakan pembangunan untuk mewujudkan pemantapan kinerja pemerintah daerah yang didukung dengan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalismenya sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Perwujudan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi yang mengandung tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik itu urusan wajib atau pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi yang dimaksud. Dimana, tujuan dan sasaran pada pelaksanaan misi dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum serta tata kelola pemerintahan secara profesional sehingga terjaminnya dan terciptanya good governance dan clean government diuraikan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1.
Meningkatkan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Serta Tata Kelola Pemerintahan Secara Profesional Untuk Menjamin Terciptanya Good Governance Dan Clean Government
	Tujuan
	Sasaran

	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pemerintah.
	1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah.

2. Meningkatnya disiplin pegawai.

	Terwujudnya kinerja birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.
	1. Meningkatnya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan layanan prima.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3. Meningkatnya peran pengawasan.

4. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

5. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan.

6. Tersedianya data, informasi dan statistik pembangunan daerah.


Sumber: RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018
Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk serta ancaman lain berupa perkembangan miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, premanisme dan ancaman dari luar merupakan faktor korelatif timbulnya gangguan ketertiban dan ketentraman yang dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum. Begitu juga dengan peran aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang memiliki kompetensi, kualitas dan kedisiplinan yang tinggi didalam menjalankan dan menegakkan peraturan-peraturan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana tingkat kesadaran aparatur pemerintah terhadap budaya hukum di Kota Banjar?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya kesadaran aparatur pemerintah terhadap budaya hukum di Kota Banjar?

3. Bagaimana upaya pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah melalui budaya hukum?
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan pemerintahan, khususnya budaya hukum dalam meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

Penelitian budaya hukum dalam meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah di Kota Bajar ini menggunkan disain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis.
Untuk penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis statistik dalam mengolah data dimana penulis mnganalisis terhadap budaya hukum dalam meningkatkan kesadran dan kekuatan aparatur pemerintah yang dilakukan dalam menyusun kriteria penilaian untuk setiap item pertanyaan berdasarkan persentase.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tingkat Kesadaran Aparatur Pemerintah Kota Banjar Tentang Budaya Disiplin

Masalah kesadaran aparatur terhadap budaya hukum tidak terlepas dari tiga unsur kebudayaan yang ada pada diri setiap manusia yang mempengaruhi sikap dan prilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sedarmayanti (2010:97) menyebutkan bahwa tiga unsur tersebut adalah:

1. Cipta, manusia dalam pekerjaan dituntut untuk menciptakan sesuatu dimana ciptaanya akan menentukan karya dan hasil yang dicapai.

2. Karsa, dalam mengerjakan pekerjaan, seseorang harus mengikuti norma/ aturan yang ditetapkan, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi, di sini perlu kedisiplinan dari individu itu sendiri untuk senantiasa bertanggung jawab.

3. Rasa, manusia tidak lepas dari perasaan, kenyamanan, penghargaan, dan keindahan bagi dirinya. Hal ini tidak lepas dari adanya suatu rasa seni yang ada dalam diri setiap individu.

Kesadaran aparatur terhadap budaya hukum saat ini dirasa penting untuk segera dibenahi dan menjadi perhatian khusus pemerintah, hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang merupakan dasar untuk menciptakan aparatur yang memiliki kesadaran akan budaya hukum yang tinggi. Pada Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Menjadi konsekuensi logis bagi setiap Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk patuh terhadap aturan yang berlaku.


Kota Banjar merupakan salah satu Kota Provinsi Jawa Barat. Kota Banjar sebagai salah satu pelaksana teknis dari kebijakan otonomi daerah, memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat terkait dengan tugas penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah seharusnya melekat di dalam setiap diri aparatur untuk senantiasa menunjukkan kinerja yang profesional, berwibawa, bertanggungjawab, bermental baik, berdisiplin tinggi karena hal tersebut akan mendukung peran aparatur Kota Banjar sebagai ujung tombak dari pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya disiplin yang baik tersebut diharapkan kinerja yang ditunjukkan menjadi lebih baik dan menghasilkan pelayanan prima sebagaimana yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat.


Berbagai usaha terus dilakukan oleh aparatur di Kota Banjar sebagai salah satu organisasi pemerintah agar seluruh pegawai dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Pentingnya kerja organisasi tergantung pada kinerja masing-masing aparatur secara perorangan. Idealnya setiap pegawai mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dengan benar sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah di tetapkan sebelumnya. Hasil kinerja yang diharapkan dari pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh aparatur Kota Banjar yaitu kepuasan masyarakat karena pelayanan yang diberikan berkualitas dan tepat sasaran. Namun pada kenyataannya saat ini penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjar masih terdapat beberapa hambatan yang berkaitan dengan kedisiplinan misalnya, aparatur yang tidak mampu untuk mentaati jam kerja, datang tidak tepat waktu, ketidak mampuan untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, hal ini tentu berdampak pada pelayanan yang kurang maksimal dan menimbulkan ketidakpuasan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Penulis melihat bahwa disiplin ini menjadi masalah klasik yang ada pada Pegawai Negeri Sipil dan sangat menghambat proses pelayanan kepada masyarat sebagai pengguna. Seperti yang terlihat pada lambatnya proses pelayanan karena adanya aparatur Kota Banjar yang tidak berada di tempat pada saat jam kerja sehingga mengakibatkan pegawai di bagian lain mengambil alih pekerjaan yang bukan bagiannya. Maka tidak heran apabila kinerja yang dihasilkan menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.


Menurut pengamatan penulis, pegawai Kota Banjar yang kerap kali tidak berada di tempat kerja pada jam kerja, banyak diantaranya yang mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadinya dengan berada di luar kantor pada saat jam kerja berlangsung. Hal ini dapat terlihat dari absensi kehadiran pegawai di Kota Banjar yang menunjukkan kurangnya kehadiran pegawai. Bahkan muncul sebuah sindiran “Ternak Teri” bagi Pegawai Negeri Sipil yang artinya “anter anak, anter istri”. Hal ini tentu menjadi salah satu contoh ketidakdisiplinan pegawai yang nampak pada Kota Banjar.

Minimnya motivasi yang dimiliki oleh pegawai Kota Banjar juga menjadi salah satu penghambat bagi pegawai untuk memiliki kedisiplinan di dalam dirinya. Menghadapi kondisi yang demikian tentu diperlukan peran Wali Kota sebagai kepala pemerintahan di Kota Banjar untuk menumbuhkan motivasi dan memberikan pembinaan dari pegawainya. Dengan melakukan pembinaan dan memberikan teladan yang baik diharapkan mampu untuk menumbuhkan budaya malu terhadap diri seseorang sehingga enggan untuk melanggar aturan-aturan yang belaku. Salah satunya enggan untuk tidak disiplin terhadap pekerjaannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan permasalahan mengenai disiplin yang kerap kali ada di lingkungan pegawai terutama di lingkungan Kota Banjar, menjadi lingkup yang cukup dekat dengan masyarakat, sehingga kinerja Wali Kota dan jajarannya akan lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Penegakkan disiplin di lingkungan Kota Banjar menjadi faktor penting  untuk membina pegawai  atau aparatur agar mampu memberikan kinerja terbaiknya. 

Faktor-Faktor Kurangnya Kesadaran Budaya Hukum Aparatur Pemerintah Di Kota Banjar

Sesuai dengan fakta empirik yang ada di lapangan, adanya fenomena yang diamati dan dikaji penulis yaitu bagaimana, apa saja faktor penghambat, dan upaya Wali Kota dalam penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Banjar. Penulis melaksanakan penelitian di Kota Banjar. Dalam pengamatan penulis menemukan fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian. Budaya Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Aparatur Di Kota Banjar dalam pengamatan penulis pada saat melaksanakan penelitian sudah cukup baik. Walaupun tidak dapat dipungkiri masih ada oknum atau sebagian pegawai atau aparatur Kota Banjar yang masih belum mampu untuk mendisiplinkan dirinya. Penegakkan disiplin tidak terlepas dari peranan Wali Kota sebagai pimpinan tertinggi di Kota Banjar yang memiliki kewenangan dalam penegakkan kedisiplinan pegawai.

Apel pagi menjadi rutinitas yang wajib dan selalu dilaksanakan setiap hari. Kegiatan apel ini dijadikan sebagai media bertatap muka secara keseluruhan pegawai baik pegawai di kantor Wali Kota Kota Banjar maupun pegawai seluruh Kota Banjar. Dalam wawancara yang penulis lakukan di Kantor Wali Kota Banjar menyatakan bahwa disiplin dari pegawai menjadi faktor terpenting yang paling mendasari segala aktivitas pekerjaan, karena disiplin masuk kedalam aspek kepribadian, maka pembentukannya tidak dapat terbentuk dalam waktu yang singkat.

Wali Kota Kota Banjar, dari awal kepemimpinannya beliau tidak hanya menjadikan pegawai sebagai bawahan, terkadang ia menganggap seluruh pegawainya sebagai rekan kerja bahkan keluarga. ‘Amih’ adalah panggilan hangat yang selalu digunakan oleh seluruh pegawai. Dengan melalui cara inilah beliau mampu untuk lebih memahami seluruh pegawai, karena suasana dibuat seolah-olah santai tapi tetap serius. Pegawai pun menjadi segan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya. Tak jarang reward sering kali diberikan kepada pegawai yang berprestasi, ini menjadi motivasi tersendiri bagi para pegawai. Adanya reward bukan berarti tanpa adanya punishment, sanksi yang tegas masih berlaku dalam kepemimpinan Wali Kota Kota Banjar ini.

Penegakkan disiplin PNS di Kota Banjar tidak semata-mata dilakukan oleh Wali Kota, masing-masing kepala bagian pun memiliki tanggungan untuk bisa saling mengingatkan secara berjenjang hingga ke tingkat yang paling bawah. Ini menjadi sebuah bentuk kepedulian untuk saling mengingatkan ketika pegawai mungkin ada yang melakukan kesalahan. Sikap apatis sangat dihindari ada pada diri setiap pegawai.

Faktor-Faktor Penghambat Kesadaran Budaya Hukum Aparatur Pemerintah Di Kota Banjar

Kedisiplinan PNS selalu dianggap sebelah mata oleh masyarakat, kerap kali sorotan media memojokkan PNS yang tersorot karena tidak menunjukkan sikap disiplin yang seharusnya. Hal ini terjadi karena masyarakat kerap kali melihat PNS yang berkeliaran tempat-tempat umum pada waktu jam kerja. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh PNS baik di Kelurahan, Kecamatan, Wali Kota atau Instansi Pemerintahan lainnya sering kali tidak memuaskan masyarakat sebagai penerima layanan. Lain halnya dengan instansi swasta yang jauh lebih mengutamakan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya.

Kedisiplinan aparatur pemerintah di Kota Banjar pada umumnya sudah cukup baik. Walaupun kerap kali ditemukan oknum yang membuat baiknya kedisiplinan aparatur pemerintah di Kota Banjar ini menjadi tercoreng. Hal ini memberi dampak terhadap kualitas pelayanan masyarakat yang kurang maksimal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi produk hukum yang didalamnya memuat tentang kewajiban dan larangan PNS serta tingkat dan jenis hukuman yang berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini telah disosialisasikan kepada pegawai di Kota Banjar, bahkan peraturan ini sering disinggung pada setiap apel. Aturan tinggal aturan, tanpa ada pelaksanaan maka semua itu hanya sebatas lembaran kertas tanpa arti. Hal ini terbukti ketika masih saja ditemukan pegawai yang belum mampu untuk memenuhi tuntutan dari peraturan tersebut.

Ketepatan hadir pada waktu apel yang belum sempurna, karena oknum-oknum yang datang terlambat hanya salah satu masalah, selanjutnya ketika jam kerja dimulai ternyata masih saja ada oknum yang belum bisa duduk tenang dengan pekerjaan yang sudah menantinya. Masih saja ada oknum yang memanfaatkan waktu kosong untuk berbagai kepentingan pribadinya. Ketidakhadiran pegawai berdampak pada kinerja pegawai itu sendiri, kaitannya dengan kontribusi yang diberikan untuk organisasi yang tidak maksimal. Daftar hadir pegawai sebagai bukti kehadiran tidak ditakuti karena masih dapat ditoleransi ketika pegawai datang terlambat. Kehadiran pegawai akan dianggap 100% (seratus persen) walaupun masing-masing pegawai datang pada waktu-waktu yang berbeda.

Kedisiplinan pegawai dalam ketepatan waktu masuk dan pulang kerja menjadi salah satu bukti rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh pegawai untuk mengikuti segala aturan yang mengikatnya. Menurut wawancara bersama responden bagian kepegawaian beliau menyatakan bahwa tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah di Kota Banjar sudah cukup baik, walaupun masih saja ada pelanggaran disiplin. Daftar hadir pegawai menjadi ukuran untuk melihat bagaimana kedisiplinan dari setiap pegawai, tapi tidak menjelaskan kapan pegawai itu pulang. Anggapannya daftar hadir sudah terisi maka pulang di jam tertentu pun tidak akan berdampak pada absensi.

Dalam pengamatan penulis melihat bahwa absensi daftar hadir pegawai masih manual sehingga belum dirasa akurat, penggunaan finger print yang dianggap bisa lebih efektif masih belum digunakan. Daftar hadir yang manual dengan menggunakan tanda tangan tidak bisa memastikan ketepatan waktu hadir, tidak ada keterangan yang pasti jam kedatangan, dan sebagainya. Toleransi masih diberikan sehingga daftar hadir tidak menjamin pegawai untuk dapat melihat pegawai itu disiplin atau tidak.

Selain daftar hadir adanya SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil) yang masih hangat-hangatnya menjadi salah upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai. Melalui program ini prestasi kerja pegawai dilihat sebagai cara untuk memperoleh penghasilan. Efektivitas dari adanya sasaran kerja pegawai terhadap disiplin pegawai belum dapat dilihat karena sistem ini belum lama diterapkan, pada dasarnya salah satu harapan dari adanya system ini salah satunya adalah untuk meningkatkan prestasi kerja bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dan membentuk kedisiplinan dari Pegawai Negeri Sipil.

Pelayanan yang dihasilkan dari aparatur pemerintah Kota Banjar akan efektif dan efisien apabila kinerja dari aparaturnya maksimal. Pengamatan penulis mengenai kedisiplinan pegawai aparatur pemerintah di Kota Banjar yang masih diwarnai oleh oknum yang tidak bertanggungjawab menjadikan permasalahan yang mewarnai, khususnya pada kedisiplinan pegawai aparatur pemerintah di Kota Banjar. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai aparatur pemerintah Kota Banjar menjadi prestasi bagi pegawai itu sendiri bahkan bagi aparatur pemerintah Kota Banjar. Begitupun sebaliknya apabila masyarakat merasa tidak puas bahkan merasa dirugikan dan kecewa, ini membuktikan pelayanan belum berjalan dengan baik. Masyarakat sering kali mengeluhkan mengenai pelayanan aparatur yang belum maksimal, tak jarang keluhan masyarakat bukan semata karena kelalaian pegawai dalam melayani melainkan ketidakpahaman masyarakat mengenai prosedur yang sebenarnya. Apabila masyarakat sudah menilai maka sanksi sosialnya yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Upaya Walikota Kota Banjar Dalam Mengatasi Hambatan Kesadaran Budaya Hukum Aparatur Pemerintah

Pembinaan disiplin yang diberikan Wali Kota Kota Banjar terhadap pegawai aparatur pemerintah di Kota Banjar untuk meningkatkan kedisiplinan, kinerja, kualitas pelayanan dan lain sebagainya. Pembinaan terhadap pegawai aparatur pemerintah harus dilakukan agar pegawai aparatur pemerintah mampu untuk melayani masyarakat dengan baik. Kemampuan berkomunikasi pun harus dikuasai karena terkadang masyarakat tidak paham dengan prosedur yang ada dan membutuhkan penjelasan yang meyakinkan, tapi pegawai aparatur pemerintah terkadang bersikap acuh dan masyarakat merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan.

Contoh kasus pegawai aparatur pemerintah yang ada di Kota Banjar, seperti yang terjadi di Kantor Kecamatan sebagai berikut:

“Ketika masyarakat yang sudah membawa resi pengambilan layanan KTP misalnya, harus pulang dengan tangan kosong tanpa hasil karena ada pemberitahuan dari Pemerintah Kota Banjar untuk membuat E-KTP. Informasi tersebut tidak diketahui masyarakat dan aparatur yang memberi pelayanan tidak dapat berbuat apa-apa, masyarakat yang menjadi korban. Itu salah satu kasus yang berdampak kepada masyarakat. Hal seperti inilah yang harus dibenahi dari Pegawai Negeri Sipil, Camat menjadi cepat tanggap ketika ada keluhan masyarakat, evaluasi terhadap pegawai segera dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar tidak terulang lagi”.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Banjar selalu diupayakan oleh Wali Kota Kota Banjar karena disiplin ini menjadi salah satu modal untuk keberhasilan aparatur pemerinrah Kota Banjar sebagai organisasi. Walaupun menjadi hal yang cukup sulit akan tetapi Wali Kota Kota Banjar selalu berupaya dengan maksimal agar organisasi yang dipimpinnya dapat menunjukkan kinerja yang terbaik. Pendisiplinan dengan cara persuasif maupun korektif dilakukan untuk mendisiplinkan pegawai aparatur pemerintah di Kota Banjar.

Upaya Pemerintah Kota Banjar Dalam Meningkatkan Kesadaran Aparatur Pemerintah Melalui Budaya Hukum 

Pelaksanaan apel pagi sebagai media untuk menyampaikan informasi dan perencanaan kegiatan harian terkadang hanya diikuti oleh segelintir pegawai yang itu-itu saja. Ini menjadi suatu permasalahan yang dibuat oleh pribadi pegawai itu sendiri. Ketika pengaturan waktu pribadinya saja belum baik, maka dampaknya tidak baik pula bagi kegiatan di kantor. Jarak, kegiatan pribadi, urusan keluarga, dari masing-masing pegawai berbeda-beda. Kemampuan untuk mendisiplinkan diri tergantung dari bagaimana seorang pegawai itu mampu untuk mengatur waktunya dengan baik. Sudah menjadi konsekuensi apabila PNS tidak terlepas dari aturan-aturan yang mengikat, ketika urusan pekerjaan sudah mengikat biasanya urusan pribadi, keluarga, dan yang lainnya harus dikorbankan. Walikota sebagai pimpinan pun tidak bisa semena-mena dalam menuntut pegawainya untuk tidak terlambat hadir, masih ada toleransi terhadap urusan yang dirasa mendesak.

Berdasarkan wawancara bersama salah satu pegawai aparatur pemerintah di Kota Banjar mengungkapkan bahwa Walikota memiliki caranya sendiri untuk memimpin pegawainya. Walikota Kota Banjar memiliki kepedulian terhadap para pegawainya, ketika ada hal-hal yang tidak tepat  yang dilakukan oleh pegawainya ia bisa memperingatkan dengan keras dan tegas, atau dia bisa memberikan wejangan, nasehat yang lebih mengarahkan agar tidak melakukan hal yang tidak seharusnya tersebut.

Walikota selaku pemerintah memiliki upaya dalam mengatasi hambatan penegakkan disiplin diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Bimbingan Dan Arahan Kepada Pegawai

Untuk mencapai kearah tujuan yang diharapkan pemberian bimbingan, arahan, dan petunjuk menjadi hal yang sangat penting untuk diberikan kepada seluruh pegawai. Walikota sebagai seorang pemimpin tidak hanya menggerakkan bawahan dengan perintah dan menuntut agar mengerjakan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan pegitu saja. Seorang pemimpin senantiasa memberi bimbingan yang mengarahkan dengan petunjuk yang tepat. Dengan demikian pegawai akan memahami dengan apa yang harus dilakukan. Kemampuan komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dan bawahan itulah yang membuat pegawai dapat bekerja dengan bertanggungjawab.

Walikota yang juga sebagai pihak yang dituakan memiliki kewenangan untuk menjadikan pegawainya senantiasa lebih baik dari waktu ke waktu. Maka dari itu bimbingan dan arahan dari Walikota seharusnya menjadikan masukan yang mampu membuat pegawai lebih baik lagi. Dalam penegakkan disiplin terhadap pegawai bukanlah hal yang mudah, semakin keras bimbingan tidak menjamin keberhasilan pegawai tersebut untuk bisa lebih baik. 

Apel sebagai media yang tepat untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk seluruh pegawai, bahkan tidak terbatas pegawai yang hanya ada di Wali Kota Banjar, melainkan seluruh pegawai aparatur pemerintah yang ada di Kota Banjar. Kritikan, saran, binaan, doktrin yang diberikan Walikota senantiasa untuk kepentingan organisasi. Mempengaruhi orang lain bukan perkara mudah, banyak pemimpin tidak dihargai hingga tidak ada kepatuhan dari bawahannya. Akan tetapi Walikota Kota Banjar termasuk pemimpin yang mampu untuk mempengaruhi orang lain, ia cukup mampu untuk dapat mengarahkan pegawai kearah yang lebih baik. ketegasan begitu melekat pada karakteristik Walikota Kota Banjar tersebut bisa membius para pegawainya untuk mampu menghargai atasan dan berusaha untuk bekerja dengan sepenuh hati.

2. Memberikan Teladan yang Baik

Teladan seorang pimpinan menjadi salah satu upaya yang paling efektif untuk menegakkan disiplin pegawai. Kedisiplinan pegawai di Kota Banjar akan ditentukan oleh teladan sorang Walikota Kota Banjar itu sendiri. Melaui contoh dan keteladanan dari seorang Walikota akan berdampak pada pegawai yang senantiasa meniru dan segan apabila tidak mampu seperti pimpinannya. Dengan adanya keteladanan pimpinan ketika masih ada pegawai yang bertindak dan bertingkah laku yang tidak seharusnya maka pimpinan dapat menegur bahkan menjatuhkan sanksi yang sesuai. 

Ketika Walikota ingin agar pegawainya datang dan pulang kantor pada waktunya maka beliaupun datang dan pulang pada waktunya. Hal ini  beliau sampaikan ketika penulis mewawancarai, bahwa terkadang sebagai pemimpin harus menguji pegawainya, menguji kepekaan atau kerespekan bawahannya untuk menimbulkan efek malu pada diri seorang pegawai. Karena walau bagaimanapun hierarki masih berlaku. Bawahan yang seharusnya menyesuaikan atasan, bukan sebaliknya.

Walikota Kota Banjar berusaha memberikan contoh kepada bawahannya. Dibeberapa kesempatan sering kali Walikota datang lebih awal dan pulang paling  akhir. Dengan demikian dia akan melihat siapa saja pegawai yang mampu untuk disiplin dan siapa yang belum mampu disiplin. Selain disiplin waktu keteladanan Walikota Kota Banjar dalam berpenampilan menjadi salah satu contoh yang mempengaruhi para pegawai.

Penampilan sebagai pandangan yang pertama dari seseorang adalah penilaian yang menentukan bagaimana kepribadian dan karakter seseorang. Memantaskan penampilan diri sendiri terlebih dahulu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan mengkoreksi orang lain tanpa melihat diri sendiri. Oleh sebab itu membenahi diri menjadi awal untuk membenahi orang lain. Berusaha memberikan contoh dan keteladanan yang baik menjadi awal untuk menegur pegawai yang belum dapat mendisiplinkan dirinya.

Keteladanan Walikota menjadi media yang paling mudah untuk mempengaruhi pegawai-pegawai yang menjadi bawahannya. Ketika Walikota memiliki urusan kedinasan yang mengharuskannya untuk meninggalkan kantor maka keterangan tersebut pun disampaikan kepada seluruh pegawai, baik pada saat apel atau di tengah jam kerja. Komunikasi inilah yang ingin dibangun oleh Walikota pada diri masing-masing pegawai agar tidak begitu saja dalam meninggalkan tugas dan tanggungjawab di kantor. Harus ada ijin yang dapat dipertanggungjawabkan apabila pegawai ada yang mau meninggalkan kantor. Tidak akan dipersulit untuk hak yang sudah seharusnya dimiliki oleh pegawai, asalkan kewajiban dari pegawai tersebut harus dapat ditunaikan dengan baik. 

3. Menciptakan Suasana Kondusif Dalam Bekerja

Menciptakan suasana yang kondusif dalam bekerja menjadi salah satu cara menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja. Di beberapa waktu Walikota kerap kali melakukan inspeksi mendadak (sidak) diwaktu-waktu tertentu dan melihat kinerja yang dihasilkan dari para pegawai. Ketika ada pegawai yang tidak bekerja dengan baik Walikota biasanya memberi teguran secara langsung. Ini menjadi penilaian tersendiri untuk melihat pegawai teladan.

Suasana yang kondusif dapat dibangun dari keharmonisan dalam lingkungan pegawai. Harmonis itu sebagai wujud keselarasan, senada, seirama, yang harus diwujudkan untuk pencapaian tujuan yang maksimal. Hubungan antar pegawai harus dapat dibina dengan baik untuk mendukung suasana dalam bekerja. Dengan suasana yang mendukung tersebut pegawai akan merasa betah di kantor dan mengoptimalkan kinerjanya sampai jam kerja berakhir.

Ketika ada penumpukkan masyarakat di bagian pelayanan tak jarang Walikota mengarahkan pegawai yang tidak terlalu sibuk untuk turun membantu, sehingga pelayanan masih bisa diberikan dengan maksimal. Artinya setiap kontribusi yang diberikan untuk organisasi tidak hanya melihat bagiannya saja, tapi lebih mengoptimalkan apa yang bisa dilakukan untuk membantu dibidang lainnya.

Ketika menciptakan suasana yang kondusif itu mengalami kesulitan tak jarang ‘makan-makan’ menjadi cara yang paling ampuh untuk meingkatkan keharmonisan para pegawai. Sehingga kekompakan antar pegawai tercipta dengan baik. Menjaga agar suasana kerja kondusif tidak harus menggunakan kekuatan ekstra cukup dengan rasa saling menghargai satu sama lain, itu bisa menjadikan suasana yang nyaman di lingkungan pegawai.

4. Memberikan Penghargaan dan Sanksi

Reward dan punishment merupakan dua hal yang tidak terlepaskan dari penegakkan disiplin pegawai. Walikota Kota Banjar tidak ragu untuk memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar. Ketegasan dari Walikota ini menjadi kewaspadaan tersendiri bagi para pegawai yang sebagian besar sudah memahami karakter dari pimpinannya tersebut. Sehingga di waktu tertentu Walikota bisa seperti ibu, rekan kerja, dan atasan. Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan bagi pegawai diberikan pada saat pelaksanaan apel. Tak ragu Walikota mengeluarkan reward dari dompetnya sendiri sebagai bentuk penghargaan bagi pegawai yang mampu menjawab apa yang ia tanyakan. Walaupun reward yang diberikan oleh  Walikota tidak seberapa namun dampaknya setidaknya bisa meningkatkan motivasinya dalam bekerja.

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ada dalam salah satu unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. SKP ini menjadi salah satu media untuk penilaian terhadap kinerja seorang PNS. Didalamnya terdapat target sasaran kerja yang dibuat diawal tahun. Sasaran kerja dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian. Penilaian dilakukan oleh masing-masing kepala bagian dan pimpinan SKPD. Aparatur pemerintah di Kota Banjar merupakan tugas dari Walikota untuk melakukan pengawasan dan memberikan penilaian. Adanya SKP ini terhitung baru dan keefektivitasannya belum dapat terlihat. Melalui produk baru ini kinerja aparatur akan dilihat efektif atau tidaknya, selain itu SKP ini pun menjadi bahan untuk pemberian kompensasi pada pegawai. Adanya kompensasi sebagai menjadi motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan, karena factor kedisiplinan masuk kedalam penilaian prestasi kerja pegawai. 

Munculnya SKP ini menjadi formulasi untuk meningkatkan kinerja pegawai dan disiplin pegawai. Pegawai menjadi jauh lebih waspada apabila tidak datang dan pulang kantor tepat pada waktunya, karena bisa saja atasan memberikan penilaian yang kurang baik, apalagi jika berpengaruh terhadap gaji dan tunjangan, maka akan sangat rugi apabila aparatur tersebut tidak bekerja dengan baik. Ini juga menjadi motivasi bagi pegawai, setidaknya hal ini yang disampaikan oleh salah satu pegawai aparatur pemerintah di Kota Banjar yang menjadi tempat penelitian penulis. Dimana adanya perubahan sikap yang mengarah kearah yang lebih baik ketika program SKP ini mulai diterapkan. Menjadi tantangan tersendiri bagi pegawai terlebih bagi mereka yang senang mangkir di jam kerja.

Pemberian penghargaan menjadi dorongan tersendiri bagi pegawai yang mengalami penurunan motivasi. Pemberian reward secara terus menerus juga tidak terlalu baik, bila dengan reward sudah tidak efektif maka dengan menggunakan punishment akan jauh lebih memberikan efek jera yang dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi.

Punishment atau pemberian sanksi bisa saja diberikan kepada pegawai yang dirasa cukup keterlaluan dan tidak dapat diatur, bahkan mungkin melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Wajar saja bila ketegasan Walikota digunakan dalam pemberian hukuman karena sesuatu yang salah apabila tidak cepat diperbaiki dan diarahkan pada alur yang tepat maka kesalahan tersebut akan terjadi terus menerus bahkan bisa menjadi masalah yang jauh lebih besar. Ini begitu dihindari dan Walikota tidak ragu dalam memberikan punishment terhadap pegawainya.

Peringatan yang diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran menjadi salah satu bentuk punishment, walupun itu masih cukup ringan karena masih dianggap kesalahannya karena unsur ketidak tahuan atau ketidaksengajaan. Tapi apabila setelah peringatan tersebut masih berlanjut maka peringatan kedua, ketiga, bahkan penjatuhan hukuman tertulis secara administrasi bisa saja dijatuhkan. Pada intinya hal tersebut untuk kebaikan dari pegawai itu sendiri. Suka tidak suka, mau tidak mau itulah kenyataanya, seorang PNS akan erat kaitannya dengan aturan yang bisa berisi hukuman dan konsekuensi yang harus diterima ketika tidak mematuhinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2017, penulis menarik kesimpulan terhadap penegakkan disiplin pegawai negeri sipil atau aparatur pemerintah di Kota Banjar melalui budaya hukum sebagai berikut:

1. Secara umum penegakkan disiplin PNS di Kota Banjar cukup baik, namun masih ada oknum yang masih belum mampu untuk disiplin terutama mengenai jam kerja. 
2. Faktor-faktor kurangnya kesadaran aparatur pemerintah terhadap budaya hukum di Kota Banjar antara lain: Kesadaran diri Pegawai di Kota Banjar yang berasal dari karakteristik individu yang sudah melekat dan tidak dapat diubah dengan mudah; adanya sikap apatis dan ketidakpedulian dari pegawai; dan Minimnya Pengawasan Walikota Kota Banjar.
3. Upaya penegakkan disiplin oleh Walikota Kota Banjar yakni melalui pengawasan langsung dari Walikota sehingga membuat pegawai segan untuk melakukan gerakan tambahan diluar pekerjaan atau urusan kedinasan. 

Beberapa saran yang bisa penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu dipertegas lagi, tidak hanya sekedar sosialisasi, tetapi juga harus mampu menjamin pemahaman dan implementasinya dari setiap pegawai. Adanya contoh kasus yang berdampak pada penjatuhan hukuman akan menjadi peringatan untuk pegawai agar tidak melakukan hal yang sama. Sosialisasi di lembaga pendidikan kepamongprajaan mengenai peraturan disiplin.

2. Meningkatkan kepekaan atau sikap tanggap dari seluruh pegawai mengenai tugas dan tanggungjawab yang dimikiki. Pemahaman pegawai terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam mengerjakan sesuatu perlu ditingkatkan lagi agar dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan kegagalan serta agar dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai.

3. Penggunaan kamera tersembunyi yang dapat dimonitoring dari ruang pimpinan menjadi bentuk inovasi yang mungkin bisa digunakan. Sehingga pemantauan terhadap pegawai bisa dilakukan secara langsung kapan pun melalui monitor yang terpasang. Melalui kamera tersembunyi ini pun pimpinan bisa menilai pegawai secara tidak langsung hanya dari ruang kerja pimpinan.
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